PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dinamika perkembangan dalam penegakan hukum
khususnya Hukum Acara Pidana yang telah banyak
mengalami perubahan ketentuan beracara berkaitan dengan
terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
berdampak terhadap proses Penyidikan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap
langkah-langkah Penyidikan Tindak Pidana agar selaras
dengan tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan
dan kemanfaatan hukum;

bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana sebagai panduan dalam
pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana bagi Penyidik

Polri, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan



Mengingat

Menetapkan:

organisasi dan perkembangan dinamika = penegakan
hukum di lapangan, sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

Pasal 1
Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2019

KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1134



